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ABSTRAK 
Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Surat Ketetapan Pajak 
terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi 
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara 
 
The Effect of Taxpayer Compliance and Tax Assessment Letter 
 to the Personal Income Tax Revenue  
at KPP Pratama Makassar Utara  
 
 
Nurul Qalbina Husain 
Andi Kusumawati 
Kastumuni Harto 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan  
Surat Ketetapan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Kepatuhan wajib pajak 
dilihat dari surat pemberitahuan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Surat 
ketetapan pajak dilihat dari jumlah surat ketetapan pajak yang diterbitkan.  
Penelitian ini menggunakan datasekunder yang diperoleh dari KPP Pratama 
Makassar Utara untuk tahun 2012 sampai 2014 dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data dokumentasi. Analisis data menggunakan ujiasumsi klasik 
dan regresi linier berganda dan data diolah menggunakan SPSS versi 21. Hasil 
penelitian membuktikan secara simultan bahwa kepatuhan wajib pajak dan surat 
ketetapan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang 
pribadi padak KPP Pratama Makassar Utara. Berdasarkan koefisisen determinasi 
diperoleh 38,2% variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel kepatuhan wajib pajak 
(X1) dan penerbitan SKP (X2). Sedangkan 61,8% dijelaskan oleh sebab-sebab 
yang lain yang tidak masuk kedalam variabel. 
 
Kata Kunci:kepatuhan wajib pajak, surat ketetapan pajak, penerimaan pajak 
penghasilan orang pribadi 
 
This study aims to determine the effect of Taxpayer Compliance and Tax 
Assessment Letter to the Personal Income Tax Revenue at KPP Pratama 
Makassar Utara. Tax compliance seen from the notice reported by individual 
taxpayers. Tax assessments seen from the amount of tax assessments issued. 
This study using secondary data obtained from KPP Pratama Makassar Utara for 
2012 to 2014 using data collection techniques documentation. Analysis of the 
data using the classical assumption test and multiple linear regression. The data 
processed using SPSS version 21. The results prove simultaneously that tax 
compliance and tax assessments affect the personal income tax revenue at KPP 
Pratama Makassar Utara. Based on koefisisen determination obtained 38.2% Y 
variables can be explained by the variable tax compliance and the issuance of 
tax assessments letter. While 61.8% is explained by other causes which are not 
entered into variables. 
 
Keyword : Tax compliance, tax assessment letter, Revenue Income Tax Personal 
People 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan kontribusi atau iuran rakyat kepada Negara yang 
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tanpa adanya jasa timbal 
balik (kontraprestasi) yang digunakan untuk pengeluaran Negara.Untuk  
mencapai  kesejahteraan  dan kemakmuran  masyarakat,  pajak  telah menjadi  
sumber  utama  penerimaan  bagi Negara  dalam  membiayai  semua  jenis 
pengeluaran  baik  itu  pengeluaran  rutin maupun  pengeluaran  untuk 
pembangunan. Hal  tersebut  tertuang  dalam  Anggaran Penerimaan  dan  
Belanja  Negara  (APBN) dimana  penerimaan  pajak  merupakan penerimaan  
dalam  negeri  yang  terbesar (Muliari dan Setiawan, 2011). Semakin meningkat 
pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan Negara menuntut untuk 
penerimaan Negara meningkat yang salah satu sumbernya berasal dari 
penerimaan pajak.  
Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan 
Negara dari sektor pajak dengan melakukan perubahan pertama yang cukup 
besar terjadi pada tahun 1983. Saat itu beberapa undang-undang baru di bidang 
perpajakan disahkan untuk mengganti undang-undang lama. Sistem 
pemungutan pajak diubah  dari Official Assesment menjadi Self Assesment.Self 
Assessment System memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang terutang. 
Dengan diterapkannya Self Assessment System diharapakan agar masyarakat 
dapat berperan aktif sebagai wajib pajak. 
 
 
 
Undang-Undang Nomor 6tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2008 merupakan salah 
satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di 
Indonesia.Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih 
memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, 
meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan 
keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang 
pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor 
perpajakan.Reformasi yang dilakukanmeliputi konsep modernisasi administrasi 
perpajakan yaitu adanya layanan yang prima dan pengawasan yang intensif 
dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.Pada umumnya 
penerimaan pajak di Indonesia didominasi oleh pajak penghasilan badan. Hal ini 
dikarenakan instansi formal yang terdaftar, sehingga badan lebih 
mudateridentifikasi, dan transparan sehingga pemungutan pajak penghasilan 
badan lebih optimal dari pada orang pribadi. Dalam pemungutan wajib pajak 
pribadi terdapat berbagi kesulitan dalam hal pendeteksian dan pemantauan 
penghasilan kena pajak orang pribadi, terutama tidak adanya informasi finansial 
dari tiap orang.  
Sumber penerimaan pajak penghasilan adalah pajak penghasilan badan 
dan pajak penghasilan orang pribadi, yang dimana masing-masing memiliki 
kontribusi yang penting dalam menentukan penerimaan pajak secara 
keseluruhan. Setelah reformasi  perpajakan tahun 1983 penerimaan pajak  telah 
memberikan kontribusi yang signifikan melampaui penerimaan migas. Hal ini 
menyebabkan penerimaan perpajakan semakin memantapkan dominasinya 
sebagai kontribusi utama dalam penerimaan negara. Dapat dilihat dalam  
Ringkasan APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
 
 
 
sebagian besar pembiayaan anggaran belanja berasal dari penerimaan dalam 
negeri yaitu penerimaan pajak. Dari ringkasan tersebut menunjukkan bahwa 
anggaran belanja negara dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang 
dimana penerimaan pajak digunakan untuk membiayai lebih dari 60 persen 
belanja negara. Sehingga, semakin meningkat jumlah anggaran belanja negara 
maka membutuhkan sumber penerimaan yang semakin besar. 
Realisasi penerimaan perpajakan PPh non-migas tahun 2011-2013 
disajikan dalam tabel 1.1, sebagai berikut : 
 
Dengan demikian dapat dilihat pada tabel 1.1 penerimaan pajak 
khususnya PPh non-migas dari tahun 2011-2013 mengalami peningkatan, tetapi 
peningkatan penerimaan pajak ini tidak sesuai dan tidak mencapai target yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah. Diharapkan peningkatan wajib pajak dapat 
meningkatkan penerimaan perpajakan di Indonesia. Jumlah wajib pajak tahun 
2010-2013 disajikan dalam tabel 1.2, sebagai berikut : 
 
 
 
Tabel 1.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Menurut Jenis Pajak di Indonesia Tahun 2011-2013 
 
No 
 
 
Jenis Pajak 
 
2011 
 
 
2012 
 
 
2013 
 
 
 
Realisasi Target Pencapaian Realisasi Target Pencapaian Realisasi Target Pencapaian 
 
(Rp.Triliun) (Rp.Triliun) (%) (Rp.Triliun) (Rp.Triliun) (%) (Rp.Triliun) (Rp.Triliun) (%) 
 
1 PPh Migas 73,09 65,23 112,05 83,46 64,59 129,22 80,06 70,76 113,15 
 
2 PPh Non Migas 358,02 366,74 97,62 381,29 445,73 85,54 416,14 459,98 90,47 
 
3 PPn dan PPnBM 277,8 298,44 93,08 337,58 335,24 100,7 369,7 423,7 87,26 
 
4 PBB 29,89 29,05 102,89 28,96 29,68 97,57 25,79 27,34 94,31 
 
5 Cukai 77,01 68,07 113,3 95,02 83,26 114,12 101,86 103,72 98,21 
 
6 Pajak Lainnya 3,92 4,19 93,56 4,21 5,26 80,04 5,06 5,4 93,75 
 
7 
Pajak 
Perdagangan 
Internasional 
54,09 46,93 115,26 49,65 47,94 103,57 41,71 48,42 86,14 
 
Total 
 
873,82 878,65 99,45 980,17 1.011,7 96,88 1040,32 
1.139,3
2 
91,31 
 
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
        
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salah satu tujuan dilakukannya reformasi pajak yang berkonsep 
modernisasi yaitu untuk meningkatkan jumlah wajib pajak di Indonesia beserta 
meningkatkan penerimaan pajak dan mempermudah wajib pajak untuk 
melaksanakan kewajibannya. Meskipun wajib pajak yang terdaftar setiap 
tahunnya meningkat dari tahun ke tahun tetapi peningkatan penerimaan pajak 
sejak tahun 2010-2013 belum bisa memenuhi targetnya. 
Penelitian yang dilakukan oleh Juniardi, dkk (2014) menemukan bahwa 
surat ketetapan pajak memiliki pengaruh terhadap jumlah pencairan tunggakan 
pajak, yang dimana pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 
Rahmawati, dkk (2014)menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh 
signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan dimana data yang 
digunakan dalam penelitian adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan 
oleh  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Peningkatan penerimaan 
pajak dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek, diantaranya kepatuhan wajib 
pajak  dan jumlah Surat ketetapan Pajak yang dikeluarkan. Kepatuhan wajib 
pajak dalam penelitian ini dilihat dari jumlah SPT yang disetor oleh Wajib Pajak 
Orang Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan 
wajib pajak, jumlah Surat Ketetapan Pajak terhadap jumlah penerimaan Pajak 
Penghasilan Orang Pribadi. 
 
 
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak 2010-2013 
 
 
  Tahun Jumlah Wajib Pajak   
 
 
  2010 19.112.590   
 
 
  2011 22.319.073   
 
 
  2012 24.812.569   
 
 
  2013 24.886.638   
 
 
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
 
 
 
 
Berangkat dari permasalahan tersebut mendorong penulis untuk 
membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “ Pengaruh Kepatuhan 
Wajib Pajak dan Surat Ketetapan Pajak terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Utara  ”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas, maka peneliti 
merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 
1. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 
penghasilan orang pribadi? 
2. ApakahSurat Ketetapan Pajakberpengaruh terhadap penerimaan pajak 
penghasilan orang pribadi? 
3. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak dan Surat Ketetapan Pajak 
berpengaruhterhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruhkepatuhan wajib pajakterhadap penerimaan pajak 
penghasilan orang pribadi. 
2. Untuk mengetahui pengaruh Surat Ketetapan pajak terhadap penerimaan 
pajak penghasilan orang pribadi. 
3. Untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Surat Ketetapan 
Pajak dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 
 
 
 
 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Bagi mahasiswa, dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang 
perpajakan dan memberi pengalaman belajar yang dapat 
mengembangkan pengetahuan terutama dalam bidang yang diteliti. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dari penelitian yang telah ada 
serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian 
yang serupa, yang memiliki topik yang sama sehingga dapat dijadikan 
sebagai bahan referensi. 
1.4.3 Kegunaan Kebijakan 
Dapat dijadikan masukan dalam upaya meningkatkan kebijakan dalam 
upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan 
sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja agar dapat menjadi bahan 
pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja 
sehingga dapat berjalan lebih baik. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan skripsi  
ini maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut : 
BAB I     PENDAHULUAN 
Dalam  bab  ini  peneliti  menjelaskan  mengenai  latar  belakang, 
perumusan  masalah  mengenai  topik  yang  diangkat,  tujuan  dan 
kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
 
 
 
 
 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Bab  ini  berisi  tentang  kajian  teori  yang  diperlukan  di  dalam 
menunjang  penelitian  dan  konsep  yang  relevan  untuk  membahas 
permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. 
BAB III   METODE PENELITIAN 
Pada  bab  ini  berisikan  rancangan  penelitian,  tempat  penelitian, 
populasi  dan  sampel,  variabel  penelitian  dan  definisi  operasional, 
instrument penelitian dan pengumpulan data, serta analisis data. 
Bab IV    HASIL PENELITIAN 
Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi tempat penelitian dan 
deskripsi data serta membahas danmenganalisis data-data yang didapat 
dari hasil perhitungan danpengolahan dengan analisis regresi. 
Bab V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian dansaran-
saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagipihak-pihak 
yang terkait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pajak 
2.1.1 Pengertian Pajak 
Menurut Undang-Undang  KUP Nomor 16 tahun 2008 menjelaskan 
bahwa  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  
orang  pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Definsi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1): 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tanpa mendapat jasa timbal 
balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 
 
Pengertian pajak menurut Feldmann dalam Cahaya (2013:13) : 
 
“Pajak adalah utang, prestasi kepada pemerintah yang dapat dipaksakan 
berdasarkan norma-norma umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan yang 
digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah”. 
 
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan 
kontribusi atau iuran rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang dan tanpa adanya jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 
digunakan untuk pengeluaran Negara. 
2.1.2 Fungsi Pajak 
Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu : 
1. Fungsi penerimaan (Budgetair) 
Pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai  
pengeluaran-pengeluarannya. 
2. Fungsi mengatur (regulerend) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: 
 
 
 
a. pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap  minuman  keras  untuk 
mengurangi konsumsi minuman keras. 
b. pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk  
mengurangi gaya hidup konsumtif. 
c. tarif  pajak  untuk  ekspor  sebesar  0%  untuk  mendorong  ekspor 
produk Indonesia di pasaran dunia. 
2.1.3 Cara Pemungutan Pajak 
Cara pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2011:160) 
dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut : 
1. Stelsel nyata (rill stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, 
kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. 
Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode 
(setelah penghasilan rill diketahui). 
2. Stelsel anggapan (fictive stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama 
dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan 
besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel 
ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu 
akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan 
pada keadaan yang sesungguhnya. 
3. Stelsel campuran 
Stelse ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan 
yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar 
dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah 
 
 
 
kekurangannya. Demikian sebaliknya, apabila lebih kecil, maka 
kelebihannya dapat diminta kembali. 
 
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak 
Terdapat 3 (tiga) asas pemungutan pajak dalam Mardiasmo (2011:7), 
yaitu : 
1. Asas domisili (asas tempat tinggal) 
Negara  berhak  mengenakan  pajak  atas  seluruh  penghasilan  Wajib  
Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal 
dari dalam maupun luar  negeri.  Asas  ini  berlaku  untuk  Wajib  Pajak  
dalam  negeri. 
2. Asas sumber 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 
3. Asas kebangsaan  
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2011: 17) 
sebagai berikut. 
 
1. Official Assesment System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri 
Official Assesment antara lain.  
a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 
b. Wajib pajak bersifat pasif 
c. utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
2. Self Assesment System 
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
 
 
 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 
harus dibayar. 
3. With Holding System 
Sistem merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 
terutang oleh Wajib Pajak. 
2.1.6 Jenis Pajak 
Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga 
kelompok, yaitu :  
1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini :  
a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 
dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak 
yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.  
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak PertambahanNilai.  
2. Menurut Sifat. Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan 
pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :  
a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 
memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan  
b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:  
a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan,dan Bea Materai. 
b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : pajak 
reklame, pajak hiburan, Bea Prolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan(BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan 
pedesaan. 
2.2 Pajak Penghasilan 
 
 
 
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 
Pajak penghasilan dalam Mardiasmo (2011:135) Undang-undang pajak 
penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek 
pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 
tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau 
memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh 
penghasilan dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai 
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak 
atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak 
apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.  
Pajak  penghasilan  orang  pribadi merupakan  pajak  yang  dikenakan  
terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang  diterima  atau  
diperolehnya  dalam tahun  pajak.  Pajak  Penghasilan  orang pribadi yaitu Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi. 
Jadi, wajib pajak orang pribadi yang dimaksud  dalam  penjelasan  sebelumnya 
adalah  seluruh  wajib  pajak  orang  pribadi yang dikenakan PPh Pasal 21 dan 
PPh Pasal 25/29 orang pribadi. 
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 
Subjek pajak penghasilan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (UU PPh) terdiri atas : 
1. Yang menjadi subjek pajak : 
a. Orang pribadi, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat 
tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. 
b. Warisan yang belum terbagi sebaga suatu kesatuan menggantikan yang 
berhak, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan merupakan 
subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahi 
waris. 
2. Badan 
 
 
 
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha 
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politk, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk 
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
3. Badan Usaha Tetap (BUT) 
Badan usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya 
disamakan dengan subjek pajak badan.  
2.2.3 Subjek Pajak dalam Negeri 
Subjek pajak dalam negeri dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (UU PPh) adalah : 
1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang 
berada di Indonesia lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang 
pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indoensia dan mempunyai 
niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 
tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria : 
a) Pembentukannnya berdasarkna ketentuan peraturan perundang-
undangan 
b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah 
d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara. 
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 
berhak. 
 
 
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan 
 
 
 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 
tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 
tentang pajak penghasilan (UU PPh), yang menjadi objek pajak adalah 
penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 
Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
termasuk: 
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 
bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 
ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 
3. Laba usaha; 
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 
a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 
b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 
atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 
c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun; 
d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, 
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-
pihak yang bersangkutan; dan 
e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 
dalam perusahaan pertambangan; 
 
 
 
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 
dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang; 
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 
usaha koperasi; 
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 
14. Premi asuransi; 
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 
dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak; 
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 
19. Surplus Bank Indonesia. 
 
2.2.5 Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
pajak penghasilan (UU PPh), penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek 
pajak penghasilan adalah : 
1. Sumbangan dan harta hibah 
a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
 
 
 
pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang 
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima 
sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan 
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, 
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,sepanjang tidak ada 
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di 
antara pihak-pihak yang bersangkutan; 
2. Warisan; 
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan ]sebagai pengganti 
saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib 
Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib 
Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang 
menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit); 
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asuransi bea siswa; 
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 
badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 
a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 
b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha 
milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan 
yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) 
dari jumlah modal yang disetor; 
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 
disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 
pegawai; 
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 
yang dimaksud nomor 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan; 
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 
firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 
kolektif; 
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 
bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan 
 
 
 
usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha 
tersebut: 
a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan 
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 
b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 
bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, 
yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan 
pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu 
paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan; dan 
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi 
Sesuai  dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2008 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
1983 tentang pajak penghasilan (UU PPh),  besarnya  tarif Pajak  Penghasilan  
bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  menggunakan  tarif progresif.  
Pengertian  Tarif  Progresif  adalah  persentase  tarif  yang  digunakan  semakin 
besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Untuk lebih jelasnya, 
lapisan tarif Pajak Penghasilan orang pribadi disajikan dalam tabel 2.1 berikut :  
Tabel 2.1 Lapisan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
Lapisan Penghasilan Pajak Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 
Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00 15% 
Di atas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000,00 25% 
Di atas Rp500.000.000,00 30% 
       Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) 
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak 
2.3.1 Pengertian Wajib Pajak 
 
 
 
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007 tentang 
perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP):  
“orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.” 
Pengertian wajib pajak menurut Mardiasmo (2011 : 23) : 
”Orang rpibadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakn sesuai dengan ketentuan 
peratruran perundang-undangan perpajakan.” 
 
2.3.2 Kepatuhan Wajib Pajak 
Pada  prinsipnya  kepatuhan perpajakan  adalah  tindakan  wajib  pajak  
dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  
peraturan  perundang-undangan  dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang 
berlaku dalam suatu negara menurut Rahayu dalam Irmayanti (2013:21).  
Kepatuhan yang dikatakan oleh Nowak dalam Arya (2014:20) merupakan 
“suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang 
tercermin dalam situasi berikut:  
1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.  
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.  
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya 
Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu dalam Irmayanti 
(2013:21), yakni:  
1. Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  
kewajiban  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-
undang  perpajakan.  
2. Kepatuhan  material  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara 
substantive  atau  hakekatnya  memenuhi  semua  ketentuan  material 
perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan 
material dapat juga meliputi kepatuhan formal. 
 
 
 
Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria 
Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran 
Pajak. 
2.3.3 Kriteria Wajib Pajak 
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (1)  Pasal 17C 
ayat (1) UU KUP. Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:  
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;  
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak;  
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 
keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 
(tiga) tahun berturut-turut; dan  
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
2.3.4 Syarat-Syarat Wajib Pajak Patuh 
 Pasal 17C ayat (1) UU KUP  dijelaskan syarat-syarat wajib pajak patuh 
sebagai berikut : 
1. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat 
Pemberitahuan meliputi:  
a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak 
terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum 
tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat 
waktu;  
b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun 
terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu 
untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa 
Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;  
c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun 
penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak 
Januari sampai November telah disampaikan; dan  
 
 
 
d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaima.na dimaksud pada 
huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian 
Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.  
2. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan 
Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai 
Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. 
3. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik 
atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah adalah laporan keuangan 
yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan 
akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. 
 
2.4 Surat Ketetapan Pajak 
Ketetapan Pajak Menurut UU KUP: 
 “surat ketetapan pajak yaitu meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, 
surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak nihil ,dan surat ketetapan pajak 
lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.” 
 
Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan setelah proses pemeriksaan 
selesai dilakukan dan belum dilakukan penyidikan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
memiliki fungsi, yaitu sebagai:  
1. Koreksi atas jumlah pajak terhutang dalam SPT Wajib Pajak; 
2. Sarana untuk mengenakan sanksi;  
3. Sarana untuk menagih pajak;  
4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih 
bayar; 
5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang. 
2.4.1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam UU KUP 
pasal 1 ayat (16): 
“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah  Surat Ketetapan 
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit 
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar”. 
 
SKPKB yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 
harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Dalam 
 
 
 
jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa 
pajak, atau tahun pajak, berdasrkan hasil verifikasi, hasil pemeriksaan dan hasil 
pemeriksaan bukti permulaan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan 
SKPKB. SKPKB diterbitkan dalam Mardiasmo (2011:41)  apabila: 
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang 
tidak atau kurang dibayar;  
2. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang 
telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada 
waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atas PPN dan PPnBM ternyata tidak 
seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya 
dikenakan tarif 0%; 
4. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi 
senhingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atau; 
5.  Kepada wajib pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 
dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 
Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 
dalam UU KUP pasal ayat (17) : 
“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah Surat 
Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan tambahan atas 
jumlah pajak yang telah ditetapkan”.  
 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 
satu bulan sejak tanggal diterbitkan.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan merupakan koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya. Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila sudah pernah 
diterbikan surat ketetapan pajak. Penerbitan SKPKBT dilakukan apabila 
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang dapat 
menyebabkan penambahan pajak yang terutang. Yang dimaksud dengan data 
baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan 
untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak belum 
 
 
 
diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam surat pemberitahuan 
dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang 
diserahkan pada waktu pemeriksaan. Dalam Mardiasmo (2011:43) fungsi 
SKPKBT adalah : 
1. Koreksi atas jumlah terutang dalam SPT-nya, 
2. Sarana Untuk Mengenakan Sanksi, 
3. Alat untuk menaguh oajak. 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 
Pengertian Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar menurut UU KUP pasal 1 
ayat (19): 
“Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang 
diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang yang dikemukakan.” 
 
Dalam Diana dan Setiawati (2014:30) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
diterbitkan untuk : 
1. Pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah 
pajak yang terutang. 
2. Pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari pada 
jumlahy pajak yang terutang.  
3. Pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih 
besar dari pada yang terutang. 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan 
pemeriksaan atas surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak yang 
menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.  
Surat Ketetapan Pajak Nihil 
Penegertian Surat ketetapan pajak nihil menurut UU KUP pasal 1 ayat 
(18):  
 
 
 
 “Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit 
pajak atau tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak” 
 
Dalam Diana dan Setiawati (2014:31) Surat ketetapan pajak nihil 
diterbitkan untuk: 
1. Pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang 
terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, 
2. Pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak 
yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
3. Pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah kredit pajak sama 
dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. 
2.5 Penerimaan Pajak Penghasilan 
Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang terdiri atas pajak 
dalam negeri dan pajak perdagangan internasional menurut peraturan 
perundang-undangan tentang APBN dalam Dasar Penyusunan APBN 
(2014:100). Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian 
pembangunan, karena pajak merupakan penerimaan Negara dari dalam negeri 
yang paling utama selain dari migas untuk mendanai Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN).  
2.6 Penelitian Terdahulu 
Untuk mendukung penelitian ini, berikut dikemukakan beberapa hasil 
penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini : 
Penelitian yang dilakukan oleh Yosefa (2011) dengan judul “Pengaruh 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib 
pajak yang dicerminkan dari jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar dan SPT 
Tahunan PPh 21 yang dilaporkan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 21 
dan menganalisis variabel manakah yang mempunyai pengaruh paling besar 
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 21 pada Kantor Pelayanan Pajak 
 
 
 
Makassar Utara. Hasil dari penelitian ini berdasarkan analisis regresi linear 
berganda yang dilakukan terhadap kedua variabel independen tersebut diperoleh 
hasil yakni variabel Jumlah Wajib Pajak PPh 21 berpengaruh negatif terhadap 
penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sedangkan variabel Jumlah Surat 
Pemberitahuan yang Dilaporkan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21.  
Penelitian yang dilakukan Rahmawati, dkk (2014) dengan judul “Pengaruh 
Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan Badan di Surakarta”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk meneliti 
adanya pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap 
peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Hasil analisis data menunjukkan 
secara parsial variabel kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan variabel pemeriksaan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan 
Badan yang dimana variabel penilaian pemeriksaan pajak yang dilakukan yaitu 
SKP yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta periode 
2010-2012. Secara simultan kedua variabel bebas, yakni pemeriksaan pajak dan 
kepatuhan wajib pajak, berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan Badan di KPP Pratama Surakarta.  
Penelitian yang dilakukan oleh Juniardi, dkk (2014) dengan judul “ 
Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap 
Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan”. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan 
Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan (Studi 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Hasil dari penelitian ini 
 
 
 
diketahui bahwa jumlah Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh KPP 
Pratama Malang Utara mempunyai pengaruh terhadap jumlah pencairan 
tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dikarenakan Surat Ketetapan pajak 
merupakan salah satu cara untuk mencairkan tunggakan Pajak Penghasilan 
Badan yang terutang. Berikut dipaparkan dalam tabel 2.2 perbandingan 
penelitian yang terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. 
Tabel 2.2 Perbandingan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan 
No Penelitian Judul Penelitian Tujuan Penelitian Keterangan 
1 Lebukan 
Yosefa 
(2011) 
Pengaruh Tingkat 
Kepatuhan Wajib 
Pajak PPh 21 
Terhadap 
Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 
21 Pada Kantor 
Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar 
Utara 
untuk Mengetahui 
pengaruh tingkat 
kepatuhan wajib pajak 
yang dicerminkan dari 
jumlah Wajib Pajak PPh 
21 terdaftar dan SPT 
Tahunan PPh 21 yang 
dilaporkan terhadap 
penerimaan Pajak 
Penghasilan 21 pada 
Kantor Pelayanan Pajak 
Makassar Utara, 
Jenis 
penelitian ini 
adalah 
penlitian 
kuantitatif 
2 Rahmawati, 
dkk (2014) 
Pengaruh 
Pemeriksaan dan 
Kepatuhan Wajib 
Pajak Terhadap 
Penerimaan Pajak 
Penghasilan Badan 
di Surakarta 
Tujuan Penelitian ini 
adalah untuk meneliti 
adanya pengaruh 
pemeriksaan pajak dan 
kepatuhan wajib pajak 
terhadap peningkatan 
penerimaan Pajak 
Penelitian ini 
merupakan 
penelitian 
dengan 
pendekatan 
kuantitatif 
dengan jenis 
 
 
 
Penghasilan Wajib Pajak 
Badan di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Surakarta 
data time 
series 
3 Juniardi, 
dkk (2014) 
Pengaruh Surat 
Ketetapan Pajak dan 
Tindakan Penagihan 
Aktif Terhadap 
Pencairan 
Tunggakan Pajak 
Penghasilan Badan 
Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui 
Pengaruh Surat Ketetapan 
Pajak dan Tindakan 
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2.7 Kerangka Penelitian 
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara, yang dimana Pemerintah 
selalu melakukan upaya agar tingkat penerimaan Negara khususnya pajak dapat 
selalu meningkat. Salah satu upaya pemerintah dengan melakukan reformasi 
perpajakan yaitu perubahan mendasar disegala aspek perpajakan. Dalam 
reformasi perpajakan tahap kedua tahun 2008 mengacu pada konsep 
modernisasi dengan konsep ini  diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib 
pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari tujuan reformasi pajak yaitu 
peningkatan jumlah wajib pajak dan kepatuhan pajak dengan ini secara tidak 
langsung pemerintah menganggap bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan 
salah satu faktor yang penting dalam penerimaan pajak.  
Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu 
ada di  perpajakan. Indikator yang dilihat dalam penilaian kepatuhan wajib pajak 
yaitu  jumlah SPT yang dilaporkan oleh wajib untuk melaksanakan  pemenuhan  
kewajiban perpajakannya  dari  tahun ke  tahun, yang masih  menunjukan  
presentase  yang  tidak mengalami  peningkatan  secara  berarti.  Hal  ini  
didasarkan  dengan  melihat  jumlah  wajib  pajak  yang  memenuhi  syarat  
patuh  di  Indonesia sedikit jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak 
terdaftar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyadari bahwa pentingnya untuk 
menguji kepatuhan wajib pajak maka selain bertugas untuk memberikan 
sosialisasi, konsultasi, mengamati, mengawasi, meneliti, DJP juga bertugas 
melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya dengan menerbitkan surat ketetapan pajak.  
Dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
pemeriksaan ini akan berujung pada penetapan pajak terutang yang hasilnya 
berupa : SKPKB, SKPLB, SKPN, atau STP. Menurut Direktorat Jendral Pajak, 
penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas kepada WP tertentu 
 
 
 
yang disebabkan pleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT (Surat 
Pemberitahuan Tahunan) atau karena ditemukanya data fiscal yang tidak 
dilaporkan oleh WP. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah dibuat mempunyai 
dasar hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyusun kerangka pikir pada gambar 
2.1 : 
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 Hipotesis Penelitian 
Pajak  merupakan  sumber penerimaan  negara  yang  digunakan  oleh 
pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintah. Salah satu sumber 
pembiayaan tersebut adalah  penerimaan  pajak  dalam  negeri  dimana  pajak 
penghasilan  orang  pribadi termasuk didalamnya. Untuk meningkatkan 
penerimaan dari sektor perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi 
pengelola perpajakan melakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan 
melakukan sosialisasi diberbagai daerah dengan harapan kepatuhan wajib pajak 
dapat meningkat. 
Salah satu syarat bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya adalah dengan mendaftarkan  dirinya di Kantor 
Surat Ketetapan Pajak 
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Wajib Pajak 
 Orang Pribadi 
 
SPT Yang disetor  
Wajib Pajak Orang Pribadi 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
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Pelayanan Pajak setempat. Penerimaan  pajak  penghailan  sangat  dipengaruhi  
kepatuhan  wajib  pajak terhadap  peraturan  perpajakan.  Dengan  kata  lain  
kepatuhan  wajib  pajak  pajak  akan menciptakan kondisi yang mendukung 
peencapaian realisasi penerimaan pajak. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Ivana (2007) yang berjudul “pengaruh 
tingkat kepatuhan wajib pajak PPh 21 terhadap penerimaan PPh 21 pada KPP 
Makassar Utara” menilai tingkat kepatuhan dengan melihat jumlah wajib pajak 
dan jumlah SPT yang dilaporkan. Hasil penelitian  menyatakan bahwa Jumlah 
Wajib Pajak PPh 21 berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 sedangkan variabel Jumlah Surat Pemberitahuan yang 
Dilaporkan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 
21. Berdasarkan penjabaran diatas maka diajukan hipotesis : 
H1: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan Orang Pribadi.  
Dalam melakukan pengujian untuk kepatuhan wajib pajak dalam 
memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
diterbitkan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan dan belum dilakukan 
penyidikan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) memiliki fungsi. Beberapa penelitian 
pengukuran yang digunakan dalam pemeriksaan pajak dengan menggunakan 
jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar (SKPLB), Surat ketetapan Pajak Nihil (SKPN) yang diterbitkan.  
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juniardi, dkk (2014) menyatakan 
bahwa  jumlah Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh KPP Pratama 
Malang Utara mempunyai pengaruh terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak 
Penghasilan Badan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rahmawati, dkk 
(2014) hasil penelitiannya menunjukkan variabel pemeriksaan tidak berpengaruh 
 
 
 
signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang dimana 
variabel penilaian pemeriksaan pajak yang dilakukan yaitu SKP yang diterbitkan 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta periode 2010-2012. Hal ini 
dikarenakan Surat Ketetapan pajak merupakan salah satu cara untuk 
mencairkan tunggakan Pajak Penghasilan Badan yang terutang.   
Seperti yang kita ketahui bahwa pencairan tunggakan pajak memiliki 
dampak terhadap penerimaan pajak hal ini dapat dilihat dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Dina dan Putu (2009) hasil penelitiannya mengatakan rasio 
pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 
Penghasilan orang pribadi di wilayah kerja KPP Batu sebesar 55,9%. 
Berdasarkan penjabaran diatas maka diajukan hipotesis : 
H2:  Penerbitan Surat Ketetapan Pajak  berpengaruh terhadap Penerimaan 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Rancangan Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variable-variabel 
penelitian dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini 
menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan 
gambaran bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak dan surat ketetapan 
pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Analisis statistik 
deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan 
cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 
untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010:206). Pemilihan jenis penelitian 
ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini akan menguraikan dan 
menjelaskan data-data yang telah diolah dan dianalisis. 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar UtaraJl. Urip Sumohardjo km 4 Gedung Keuangan Negara 1 
Makassar. Lokasi ini dipilih karena dengan pertimbangan bahwa baik data 
maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok 
permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian. Penelitian ini diperkirakan 
akan berlangsung kurang lebih selama dua bulan. 
 
 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
 
 
 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untukdipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010;115). 
Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Sampel merupakan bagian dari 
populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik 
tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi (Hasan, 
2002:84). Sampel yang diambil oleh SPT yang disetor oleh wajib pajak orang 
pribadi dan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Kantor  Pelayanan  Pajak  
Pratama  Makassar Utara selama 3 tahun terakhir (tahun 2012-2014) pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar. 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, karena 
data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan 
dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Sumber data adalah segala sesuatu 
yang dapat memberikan informasi mengenai data. Penulis menggunakan dua 
jenis data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
1. Data kualitatif adalah hasil pengamatan yang berbentuk kategori dan bukan 
bilangan (Sekaran, 2011). Dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa 
dokumentasi dan hasil wawancara terhadap objek penelitian.  
2. Data kuantitatif adalah hasil pengamatan yang di ukur dalam skala numerik 
(bilangan) (Sekaran, 2011). Dalam penelitian ini data kuantitatif berupa data 
SPT yang disetor WP OP, surat ketetapan pajak yang diterbitkan dan 
penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 
 
 
Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelolah dalam penelitian ini, 
maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu:  
1. Penelitian kepustakaan (library research)  
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 
data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang 
berkaitan dengan topik yang dipilih.  
2. Penelitian lapangan (field research)  
Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor 
Pelayan Pajak Makassar Utara dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:  
a. Wawancara (interview), Merupakan suatu tanyajawab langsung kepada 
informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer 
dan informasi yang diperlukan.  
b. Dokumentasi (documentation), Merupakan suatu pengumpulan data 
dengan menggunakan dokumentasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Utara 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional 
 Variabel secara sederhana dapat diartikan sebagai ciri dari individu, 
objek, atau segala peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif maupun 
kualitatif. Sedangkan definisi operasional adalah penjelasan definisi dari variabel 
yang telah dipilih oleh peneliti untuk diuji dan ditentukan kebenarannya. 
1. Variabel Dependen  
Variabel dependen adalah jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang 
pribadi (Y). Jumlah  pemasukan  yang  diterima  oleh  Kantor  Pelayanan  
Pajak  Makassar berkenaan dengan Pajak Penghasilan yang dibayar oleh 
Wajib Pajak orang pribadi mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. 
2. Variabel Independen  
 
 
 
Variabel Independen meliputi : 
a. KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi (X1) 
Variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilihat dariKepatuhan Wajib 
Pajak dalam menyampaikan SPT masa.  Menurut Brown dan Mazur 
(2003) kepatuhan wajib pajak dapat diukur berdasarkan jumlah 
penyampaian surat pemberitahuan secara tepat waktu. Berdasarkan 
Undang-Undang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, salah satu 
kriteria untuk dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak Patuh adalah wajib 
pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 
(SPT). Sehingga dalam penelitian ini untuk menghitung kepatuhan wajib 
pajak penulis menggunakan jumlah SPT yang disetor WP OP tepat 
waktupada KPP Pratama Makassar Utara untuk periode pajak2012 
sampai dengan 2014. 
b. Surat Ketetapan Pajak (X2) 
Jumlah Surat ketetapan Pajak yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Utara selama periode 2012 sampai dengan 2014. 
 
3.7 Metode Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis 
denganmenggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. 
Sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan uji t (parsial), uji F (simultan), 
dan uji determinasi. Aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam 
menganalisis data pada penelitian  ini  adalah  Statistical  Product  and  Service  
Solution  (SPSS).  Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 
 
3.7.1 Uji Asumsi Klasik 
 
 
 
Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang 
menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik dari model regresi yang 
diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinya asumsi 
asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati 
atau sama dengan kenyataannya. klasik. Asumsi-asumsi dasar itu dikenal 
sebagai asumsi klasik yaitu sebagai berikut : 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu data 
terdistribusi secara normal atau tidak. Persamaan regersi dikatakan baik 
jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi 
mendekati normal atau normal sama sekali. 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  ada  tidaknya  korelasi  yang  
tinggi  antara  variabel -variabel  bebas  dalam  suatu  model  regresi  linier 
berganda.  Jika  ada  korelasi  yang  tinggi  diantara  variabel-variabel 
bebasnya,  maka  hubungan  antara  variabel  bebas  terhadap  variabel 
terikatnya menjadi terganggu 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari observasi yang satudengan 
observasi yang lain. Jika varians tetap maka disebuthomoskedastisitas dan 
jika berbeda maka terjadi problemheteroskedastisitas. 
4. Uji Autokorelasi  
Uji  autokorelasi  bertujuan  menguji  apakah  model  regresi  linier  ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode sebelumnya (t-1).  
3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda 
 
 
 
Menurut Sugiono (2010:277) bahwa “analisis regresi berganda digunakan 
untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila 
dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik 
turunkan  nilainya)”.  Jadi  analisis  regresi  ganda  akan  dilakukan  bila  jumlah 
variabel independennya minimal dua.  
Rumus linier berganda ditunjukkan oleh persamaan: 
Y = a + b1X1 + b2X2+ei 
 
Sumber :Sugiono (2010) 
Dimana : 
Y  = Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
A  = Kostanta  
b1  = Koefisien Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
b2  = Koefiisen Surat Ketetapan Pajak 
X1  = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
X2 = Surat Ketetapan Pajak 
ei =  Faktor Pengganggu 
 
3.7.3 Uji Hipotesis 
1. Uji Parsial ( t-test) 
Uji signifikansi secara parsial atau sering kali disebut uji t bertujuan 
untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara individual 
terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan : 
a. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel 
Apabila t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. 
Apabila t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. 
b. Dengan melihat nilai probabilitas singnifikan 
 
 
 
Apabila nilai probabilitas singnifikan > 0,05 maka hipotesis 
ditolak. 
Apabila nilai probabilitas singnifikan < 0,05 maka hipotesis 
diterima. 
2. Uji Simultan (F-test) 
Uji  signifikansi  simultan  atau  sering  kali  disebut  uji  F  
bertujuan  untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen. 
Dasar pengambilan keputusan : 
a. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel 
Apabila F hitung < F tabel maka hipotesis ditolak. 
Apabila F hitung > F tabel maka hipotesis diterima. 
b. Dengan melihat nilai probabilitas singnifikan 
Apabila nilai probabilitas singnifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak. 
Apabila nilai probabilitas singnifikan < 0,05 maka H0 diterima. 
3.  Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien  determinasi  merupakan  ukuran  kesesuaian  garis  regresi 
linier berganda  terhadap  suatu  data.  Nilai  koefisien determinasi  adalah  
antara  0  sampai  1.  Semakin  mendekati  0  besarnya koefisien  determinasi  
suatu  persamaan  regresi,  semakin  kecil  pula pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen. Dengan kata lain  semakin  kecil  kemampuan  
model  regresi  yang  dihasilkan  dalam menjelaskan  perubahan  nilai  variabel  
dependen.  Sebaliknya,  semakin mendekati  1  besarnya  koefisien  determinasi  
suatu  persamaan  regresi, semakin  besar  pula  pengaruh  variabel  independen  
terhadap  variabel dependen.  Dengan  kata  lain  semakin  besar  kemampuan  
model  regresi yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel 
dependen. 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
4.1. Gambaran Umum Instansi 
4.1.1. Sejarah Singkat Instansi 
Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan 
atas dasar hukum. Pada mulanya KPP di seluruh Indonesia bernama kantor 
inspeksi pajak yang bertugas memungut pajak di sekitar Provinsi yang 
bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam 
bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah 
kantor yang bertugas mengatur kekayaan negara di bidang perpajakan yang 
diberi nama “Inspectie Van Financjen”. 
Sejak kemerdekaan nama tersebut masih dipakai beberapa tahun 
lamanya tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman 
kemerdekaan, maka pada tahun 1959 diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan 
dan secara nasional menjadi Direktorat Jenderal Pajak sedangkan untuk Daerah 
Tingkat I dengan nama Kantor Inspeksi Pajak.  
Pada tahun 1958 nama inspeksi keuangan diganti menjadi inspeksi pajak, 
demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan perekonomian yang 
berkembang seperti daerah Sulawesi maka dirasa perlu untuk dipisahkan 
menjadi dua bagian yaitu:  
a. Kantor Inspeksi Makassar, meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Barat 
dan Tenggara (SUSELBARTRA). 
b. Kantor Inspeksi Manado, meliputi Sulawesi Utara dan Sulawesi 
Tengah.  
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KEPATUHAN INTERNAL 
KELOMPOK 
JABATAN 
FUNGSIONAL 
Pada Tahun 1989 nama kantor inspeksi pajak diganti menjadi Kantor 
Pelayanan Pajak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor: KEP/276/kmk01/1989 Tanggal 24 Maret 1989. Untuk 
mengawasi para Wajib Pajak yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
Tenggara, maka dibangunlah Kantor Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan 
Daerah Tingkat II. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah sebuah lembaga 
perwakilan milik Direktorat Jenderal Pajak di setiap daerah yang masing-masing 
bertugas sesuai fungsinya dalam melaksanakan fungsi administrasi perpajakan 
sesuai dengan wiayah kerjanya. Untuk wilayah Makassar sendiri terdapat 
beberapa Kantor Pelayanan Pajak dan untuk penelitian ini dilaksanakan di KPP 
Pratama Makassar Utara yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 GKN I Lt. 
1, Makassar, 90232.  
4.1.2. Struktur Organisasi 
Gambar 4.1Struktur Organisasi KPP Pratama  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Tiap Bagian 
 
 
 
KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, 
dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Pengasilan, Pajak Pertambahan 
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, 
Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Berikut dijelaskan pembagian tugas dan tanggungjawab 
dari tiap-tiap bagian yang ada dalam struktur organisasi Kntor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama : 
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
a. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan 
potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi 
penerimaan tahun lalu.  
b. Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam 
rangka intensifikasi perpajakan.  
c. Mengarahkan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan 
potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.  
d. Mengarahkan pembuatan risala perincian dasar pengenaan pemotongan 
atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil 
perhitungan ketetapan pajak.  
e. Menjamin pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.  
2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan 
urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan 
kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan 
resiko, pemtauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut 
hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data, pengmatan potensi 
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen 
 
 
 
perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak 
Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan 
aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta 
pengelolaan kinerja organisasi. 
4. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan 
produk hukum perpajakan, pengadministrasiann dokumen dan berkas 
perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan 
surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak. 
5. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 
piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, 
usulan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen 
penagihan. 
6. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusukan rencana 
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, 
penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan 
perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas 
pemeriksaan pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor. 
7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan 
pengamatan potensi perpajakan, pendaraan objek dan subjek pajak, 
pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam 
menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib pajak baru, 
serta penyuluhan perpajakan. 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses 
penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, 
bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta 
usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. 
 
 
 
9. Seksi pengawasan dan Konsultasi II dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis 
kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan 
intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak. 
10. Kelompok Jabatan Fungsional  
a. Melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lengkap dalam 
rangka penagihan dan pemeriksaan sederhana dalam rangka penagihan.  
b. Melakukan penilaian PBB yang meliputi pendataan PBB dan penilaian 
objek/subjek pajak serta melaksanakan ekstensifikasi WP orang pribadi/ 
badan. 
4.2. Deskripsi Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama 
Makassar Utara pada periode 2012-2014. KPP Pratama Makassar Utara 
membawahi enam kecamatan yang ada di Makassar yaitu Kecamatan 
Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung 
Tanah, Kecamatan Wajo, dan Kecamatan Bontoala. Data yang diperoleh dari 
KPP Pratama Makassar Utara yaitu data jumlah wajib pajak orang pribadi yang 
menyampaikan SPT, Surat Ketetapan Pajak(SKP) yang diterbitkan dan 
penerimaan pajak penghasilan orang pribadi periode 2012-2014.  
Visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:  
1. Visi: Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem 
administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya 
masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.  
2. Misi: Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undangundang 
perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran 
 
 
 
pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan 
yang efektif dan efisien. 
 Sebelum melakukan pengolahan data dan pengujian hipotesis 
terlebih dahulu akan dijabarkan data yang akan diolah mengenai pengaruh 
kepatuhan wajib pajak dan surat ketetapan pajak terhadap penerimaan pajak 
penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara 
dari tahun 2012 sampai 2014. 
4.2.1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi  di KPP Pratama Makassar Utara 
Hingga akhir tahun 2014, KPP Pratama Makassar Utara memiliki 117.404 
wajib pajak terdaftar dan hanya 97.912 wajib pajak yang efektif. Wajib pajak yang 
terdaftar dan aktif dari tahun 2012-2014 dipaparkan dalam tabel 4.1 berikut ini :  
Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak OP KPP 
Pratama Makassar Utara 
 
T
ahun Aktif Terdaftar 
2
012 
77.9
88 97.391 
2
013 
84.7
98 104.218 
2
014 
97.9
12 117.404 
Sumber : KPP Pratama Makassar Utara 
    
4.2.2. Kepatuhan Wajib Pajak 
 
 
 
 Kepatuhan wajib pajak dilihat dari jumlah surat pemberitahuan yang 
diterima di KPP Pratama Makassar Utara. Berikut data pelaporan surat 
pemberitahuan yang diterima di paparkan dalam tabel 4.2: 
Tabel 4.1 Pelaporan Surat Pemberitahuan di  KPP Pratama 
Makassar Utara 
B
ulan 
2
012 
2
013 2014 
J
anuari 
5
408 
5
398 1412 
F
ebruari 
9
171 
7
735 4696 
M
aret 
2
3028 
2
8053 26178 
A
pril 
5
275 
2
941 1855 
M
ei 
4
298 
1
881 1040 
J
uni 
4
232 
1
727 1009 
J
uli 
4
217 
1
709 970 
A
gustus 
4
109 
1
720 1305 
S
eptember 
4
176 
1
407 1410 
O
ktober 
4
320 
1
294 1882 
N
ovember 
4
268 
1
087 13140 
D
esember 
4
334 
1
135 1394 
   Sumber : KPP Pratama Makassar Utara 
  
4.2.3. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak 
 
 
 
 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)  di KPP Pratama Makassar Utara 
. Berikut data penerbitan SKP di paparkan dalam tabel 4.3: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
4.2.4. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
 Berikut data Penerimaan Pajak Penghasilan di paparkan dalam tabel 4.4 : Tabel 4.3 Penerbitan SK  KPP Pratama Makassar Utara 
B
ulan 
2
012 
2
013 
20
14 
J
anuari 0 
2
1 8 
F
ebruari 
4
3 
3
5 4 
M
aret 3 2 0 
A
pril 0 0 0 
M
ei 1 2 0 
J
uni 0 
1
6 0 
J
uli 
2
1 
1
5 0 
A
gustus 4 0 0 
S
eptember 
2
8 0 2 
O
ktober 6 1 5 
N
ovember 0 0 40 
D
esember 
1
7 0 76 
Sumber: KPP Makassar Utara 
 
 
 
 
Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Penghasilan OP KPP 
Pratama Makassar Utara 
 
 
B
ulan 2012 2013 2014 
 
 
J
anuari 
2.791
.987.734 
3.764
.888.300 
2.913
.113.675 
 
 
F
ebruari 
5.439
.202.188 
4.433
.916.061 
3.877
.283.058 
 
 
 
Maret  
6.164
.971.389 
6.420
.880.873 
6.418
.415.336 
 
 
 
April  
3.713
.533.616 
3.640
.289.262 
3.846
.430.319 
 
 
 
Mei  
4.725
.845.117 
4.583
.292.325 
3.345
.825.372 
 
 
 
Juni  
4.070
.323.221 
4.086
.688.057 
7.239
.975.757 
 
 
 
Juli  
4.889
.920.341 
4.528
.140.677 
4.192
.662.170 
 
 
 
Agustus  
4.567
.690.299 
3.641
.439.452 
3.527
.826.583 
 
 
S
eptember  
6.740
.225.276 
3.672
.161.911 
5.486
.721.282 
 
 
 
Oktober  
3.875
.241.089 
3.737
.257.761 
4.526
.445.724 
 
 
 
November  
4.693
.952.052 
3.841
.935.807 
4.585
.196.467 
 
 
 
Desember  
5.826
.928.350 
4.762
.362.083 
8.684
.842.385 
 
 
 Sumber : KPP Pratama Makassar 
Utara  
   
4.3. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang 
ada agar dapat menentukan model analisis yang paling tepat digunakan 
uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji 
heteroskedastisitas,uji multikolinearitas dan uji Autokorelasi. 
 
 
 
4.3.1. Uji Normalitas 
Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu data 
terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data yang digunakan dalam 
penelitian kali ini adalah uji One Sample Kolmogorov Smirnov dan metode grafik 
P-P plot.  
Gambar 4.2  Hasil Uji Metode Grafik P.Plot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.5 Hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Kepatu
han Wajib Pajak 
(Peneri
maan SPT) 
Penerbitan 
SKP 
Peneri
maan PPh Orang 
Pribadi 
N 
36 36 36 
Normal 
Parameters
a,b
 
Mean 
5255,9
4 
9,72 464605
0315,06 
Std. Deviation 
6807,3
16 
16,616 127690
5840,475 
Most Extreme 
Differences 
Absolute 
,324 ,283 ,186 
Positive ,324 ,283 ,186 
Negative -,264 -,279 -,107 
Kolmogorov-
Smirnov Z 
1,947 1,698 1,116 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 
,001 ,006 ,166 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
 
Berdasarkan hasil spss diatas,  pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai 
signifikansi (Asymp.sig.2-tailed) sebesar 0,166. Karena signifikansi lebih dari 
0.05, maka residual terdistribusi normal. Sedangkan untuk gambar 4.2 
menunjukkan bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis 
diagonal, maka residual pada model regresi tersebut terdistribusi normal. 
4.3.2. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi yang 
tinggi antar variabel bebas (independent) dalam suatumodel regresi. Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 
Untuk menentukan ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Inflation 
Factor (VIF) pada model regresi. Apabila nilai VIF > 5, terjadi multikolinieritas. 
Sebaliknya, jika VIF < 5, tidak terjadi multikolinearitas. Untuk analisisnya dengan 
SPSS, disajikan output pada tabel "Coefficients" berikut ini: 
 
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieliritas 
 
Dengan menggunakan besaran  tolerance (α) dan variance inflation factor 
(VIF) dapat dilihat bahwa VIF kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari penerimaan 
Coefficients
a
 
Mode
l 
Unstandardized 
Coefficients 
S
tandardized 
Coefficients 
t S
ig. 
Collin
earity Statistics 
B St
d. Error 
B
eta 
T
olerance 
V
IF 
1 
(
Constant) 
39
22817472,469 
23
9780084,996 
 
1
6,360 
,
000 
  
K
epatuhan 
wajib pajak 
67
949,774 
25
676,394 
,
362 
2
,646 
,
012 
,
999 
1
,001 
P
enerbitan SKP 
37
655239,533 
10
519205,729 
,
490 
3
,580 
,
001 
,
999 
1
,001 
a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Orang Pribadi 
 
 
 
SPT (X1) dan Penerbitan SKP (X2) adalah 1,001 < 5 dan semua tolerance 
variabel bebas (0.99 = 99%) diatas 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa antar 
variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. 
4.3.3. Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membuat Scatterplot 
(alur sebaran) antara residual dan nilai prediksi dari variabel terikat yang telah 
distandarisasi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 
Scatterplot, seperti pada gambar 4.3 di bawah ini: 
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas 
 
 
 
 
Dari gambar di atas terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu 
pola/alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas 
atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. Asumsi klasik tentang 
 
 
 
heteroskedastisitas dalam model ini terpenuhi, yaitu terbebas dari 
heteroskedastisitas. 
4.3.4. Uji Autokorelasi 
Hasil uji autokorelasi dipaparkan dalam tabel 4.7 : 
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi : 
Model Summary
b
 
M
odel 
R R
 Square 
Adj
usted R Square 
Std. 
Error of the 
Estimate 
Du
rbin-Watson 
1 
,
618
a
 
,
382 
,34
5 
103
3564252,798 
2,
251 
a. Predictors: (Constant), Penerbitan SKP, Kepatuhan wajib pajak  
b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Orang Pribadi 
Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dilakukan pengujian melalui 
nilai uji Durbin-Watson. Tabel diatas menunjukkan angka durbin watson sebsesar 
2,251, untuk mendekati autokorelasi bisa dilihat dari Durbin-Watson. Jika nilai 
Durbin-Watson berada diantara du dan 4-du berarti tidak terjadi autokorelasi. 
Dari hasil analisis terlihat bahwa nilai dari uji Durbin-Watson untuk semua 
variabel adalah 2,251 yaitu lebih kecil  dari 2,475 dan lebih besar dari 1,5245 
yang ditunjukkan dengan du ‹ dw ‹ 4-du : 1,5245 ‹ 2,251 ‹ 2,475. Hal ini berarti 
tidak terdapat masalah autokorelasi. 
4.4. Statistik Deskriptif 
Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel disajikan dalam tabel 
4.8 sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah 
36. Selain itu dalam tabel diatas menunjukkan nilai minimum untuk kepatuhan 
wajib pajak yang dilihat dari penerimaan SPT sebesar 970 dan nilai maximum 
dengan jumlah 28.053 dimana nilai rata-ratanya sebesar 5.255,94 dan standar 
deviasi sebesar 6.807,316. Untuk Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) nilai 
minimumnya sebesar 0 sedangkan nilai maximum sebesar 76 dan nilai rata-
ratanya 9,72 dimana standar deviasinya sebesar 16,616. Untuk penerimaan PPh 
orang pribadi nilai minimum sebesar 2.791.987.734 dan nilai maximum adalah 
8.684.842.385 dimana nilai rata-ratanya sebesar 4.646.050.315,06 dan standar 
deviasinya sebesar 1.276.905.840,475. 
4.5. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda dipakai untuk menganalisis hubungan 
linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen 
yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel 
dependen berdasarkan variabel independen dan hasil perhitungan melalui SPSS 
21 diperoleh output sebagai berikut: 
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N M
inimum 
M
aximum 
Mea
n 
Std. 
Deviation 
Penerim
aan PPh Orang 
Pribadi 
3
6 
2
791987734 
8
684842385 
4646
050315,06 
1276
905840,475 
Kepatuh
an Wajib Pajak  
3
6 
9
70 
2
8053 
5255
,94 
6807
,316 
Penerbit
an SKP 
3
6 
0 7
6 
9,72 16,6
16 
Valid N 
(listwise) 
3
6 
    
 
 
 
 
Tabel 4.9 Hasil analisis regresi berganda  
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
S
tandardized 
Coefficients 
t S
ig. 
B Std. 
Error 
B
eta 
1 
(Con
stant) 
3922
817472,469 
2397
80084,996 
 1
6,360 
,
000 
Kepa
tuhan wajib pajak 
6794
9,774 
2567
6,394 
,
362 
2
,646 
,
012 
Pene
rbitan SKP 
3765
5239,533 
1051
9205,729 
,
490 
3
,580 
,
001 
a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Orang Pribadi 
 
Persamaan umum regresi linear berganda adalah : 
 
maka : 
Y = a + b1X1 + b2X3 
Y = 3922817472,469+ 67949,774X1+37655239,533X2 
Berdasarkan persamaan regresi diatas, konstanta adalah sebesar 
3.922.817.472,469 dan koefisien kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang 
dilihat dari  penerimaan SPT sebesar 67949,774 hal ini berarti jika tidak ada 
perubahan variabel kepatuhan wajib pajak  yang mempengaruhi maka 
penerimaan wajib pajak PPh orang pribadi yang terjadi di KPP Pratama 
Makassar Utara adalah sebesar 3.922.817.472,469 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap penerimaan pajak PPh orang pribadi, hal ini terlihat dari nilai koefisien 
regresinya yang bernilai positif.  
Y=a+b1X1 + 
b2X2 
 
 
 
Begitu juga dengan penerbitan SKP yang koefisiennya sebesar 
37.655.239,533 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel penerbitan SKP  
yang mempengaruhi maka penerimaan wajib pajak PPh orang pribadi yang 
terjadi di KPP Pratama Makassar Utara adalah sebesar 3.922.817.472,469 
sehingga dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKP berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penerimaan pajak PPh orang pribadi, hal ini terlihat dari nilai 
koefisien regresinya yang bernilai positif. 
 
4.6. Uji Hipotesis  
4.6.1. Uji Parsial (t-test) 
Uji parsial (individu) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Berikut ini akan 
dijelaskan pengujian masing-masing variabel secara parsial dari data yang 
diperoleh yang dipaparkan pada tabel 4.9.  
a. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Hipotesis : 
H1 : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 
penghasilan orang pribadi. 
Pengambilan keputusan : 
1. Membandinkan thitung dengan ttabel. 
Dari tabel diperoleh 2,646 nilaithitung >ttabel yaitu 2,034 maka hipotesis 
diterima. 
2. Berdasarkan tingkat signifikansi 
Berdasarkan pada tabel tingkat signifikan kepatuhan wajib pajak 
sebesar 0,012. Dimana 0,012 < 0.05 maka H1 diterima. Hal ini berarti 
 
 
 
Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 
penghasilan orang pribadi. 
b. Variabel Surat Ketetapan Pajak 
Hipotesis : 
H2 : Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak penghasilan orang pribadi 
Pengambilan keputusan : 
1. Membandinkan thitung dengan ttabel. 
Dari tabel diperoleh 3,580 nilaithitung >ttabel yaitu 2,034 maka hipotesis 
diterima. 
 
2. Berdasarkan tingkat signifikansi 
Berdasarkan pada tabel tingkat signifikan penerbitan surat ketetapan 
pajak  sebesar 0,001. Dimana 0,001< 0.05 maka H2 diterima. Hal ini 
berarti penerbitan surat ketetapan pajak berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 
4.6.2. Uji Simultan (f-test) 
Pengujian hipotesis secara bersama-sama dilakukan dengan 
menggunakan Uji F. Uji F dilakukan untuk menguji hubungan signifikansi antara 
variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan. Untuk mendapatkan hasil 
yang menyakinkan maka akan dilakukan pengujian Fhitung dan Ftabel dengan 
tingkat signifikansi 0.05 atau 5%. Hasil pengujian dipaparkan dalam tabel 4.10 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Tabel 4.10 Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model Su
m of Squares 
d
f 
Me
an Square 
F S
ig. 
1 
R
egression 
218
1468125650446
7000,000 
2 109
0734062825223
4000,000 
1
0,210 
,
000
b
 
R
esidual 
352
5241713382826
0000,000 
3
3 
106
8255064661462
400,000 
  
T
otal 
570
6709839033273
0000,000 
3
5 
   
a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Orang Pribadi 
b. Predictors: (Constant), Penerbitan SKP, Kepatuhan wajib pajak 
 
Dari dari tabel 4.10, didapat F-hitung sebesar 10,210 dengan tingkat 
signifikansi 0,000. Nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 maka model 
regresi dapat dipakai untuk memprediksi penerimaan pajak PPh orang pribadi. 
Hasil F-hitung tersebut jika dibandingkan dengan F-tabel pada tingkat keyakinan 
95% (α = 0,05). Diketahui bahwa F-hitung yang dihasilkan sebesar 10,210, lebih 
besar dari F-tabel pada signifikansi α = 0,05, yaitu 3,28. Ini berarti hipotesis H1 
dan H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penerbitan SKP berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak PPh orang 
pribadi. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh  
kepatuhan wajib pajak dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terhadap 
penerimaan pajak penghasilan orang pribadi diterima atau benar. 
4.6.3. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar 
peranan variabel bebas (independen) yaitu surat teguran dan surat paksa secara 
 
 
 
bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat 
(dependen). Hasil pengujian dipaparkan dalam tabel 4.7 dimana dari data 
tersebut diperoleh hasil R Square adalah 0,382. Hal ini berarti 38,2% variabel Y 
dapat dijelaskan oleh variabel kepatuhan wajib pajak (X1) dan penerbitan SKP 
(X2). Sedangkan 61,8% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain yang tidak masuk 
kedalam variabel. 
4.7. Pembahasan 
Setelah dilakukan empat pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk 
memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang 
terbaik (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE) dapat disimpulkan bahwa model 
regresi telah bebas dari masalah heteroskedastisitas, autokorelasi, 
multikolinieritas dan telah memenuhi asumsi normalitas. Adapun penjelasannya 
sebagai berikut : 
1. Hipotesis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak 
penghasilan orang pribadi diterima. Hasil analisisnya  menunjukkan nilai t-
hitung 2,646 >t-tabel yaitu 2,034 (sig 0,012 < 0.05).Hasil ini menunjukkan 
bahwa kepatuhan wajib pajak berbanding lurus dengan penerimaan pajak 
penghasilan orang pribadi.Padavariabelkepatuhan wajib pajak diperoleh nilai 
koefisien regresi (b1) sebesar 67949,774 bernilai positif maka dapat dikatakan 
bahwa jika kepatuhan wajib pajak  mengalami peningkatan maka penerimaan 
pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Utara akan meningkat juga. 
Demikian sebaliknya, jika kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan maka 
penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Utara akan 
menurun. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 
yosefa (2011)  meneliti pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap 
penerimaan pajak penghasilan dengan variabel jumlah surat pemberitahuan 
 
 
 
yang dilaporkan menyatakan bahwa jumlah SPT  berpengaruh positif 
terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.  
2. Hipotesis pengaruh surat ketetapan pajak terhadap penerimaan pajak 
penghasilan orang pribadi diterima. Berdasarkan hasil analisis data statistik 
dalam penelitian ini ditemukan  bahwa hipotesis yang menyatakan penerbitan 
Surat Ketetapan Pajak (SKP) berpengaruh terhadap penerimaan pajak 
penghasilan orang pribadi. Dari hasil pengujian variabel penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak (SKP) menunjukkan nilai t-hitung 3,580 >2,034 nilai t-tabel 
(sig 0,001 < 0.05).Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel 
penerbitan Surat Ketetapan pajak (SKP) memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama 
Makassar Utara. Pada variabel penerbitan surat ketetapan pajak diperoleh 
nilai koefisien regresi (b2) sebesar 37655239,533 bernilai positif maka dapat 
dikatakan bahwa surat ketetapan pajak memiliki hubungan  searah dengan 
penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini memberikan makna 
bahwa surat ketetapan pajak merupakan faktor yang menentukan besar 
kecilnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Juniardi, dkk (2014) menyatakan 
bahwa secara simultan suratketetapan pajak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap jumlah pencairantunggakan Pajak Penghasilan Badan. 
Secara parsial variabel suratketetapan pajak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan PajakPenghasilan Badan. 
Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawti, Dkk (2014) 
menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan yang dinilai berdasarkan 
penerbitan Surat Ketetapan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 
variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang dimana variabel 
 
 
 
penilaian pemeriksaan pajak yang dilakukan yaitu SKP yang diterbitkan di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta periode 2010-2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh 
kepatuhan wajib pajak dan surat ketetapan pajak terhadap penerimaan pajak 
penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara, maka diperoleh 
kesimpulan bahwa : 
1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 
penghasilan orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi 
tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari penerimaan surat 
pemberitahuan maka akan terjadi peningkatan terhadap penerimaan 
pajak penghasilan orang pribadi.  
2. Surat ketetapan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 
penghasilan orang pribadi.Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi 
tingkat penerbitan surat ketetapan pajak maka akan terjadi peningkatan 
terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.  
3. Kepatuhan wajib pajak dan surat ketetapan pajak berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini berarti kepatuhan 
wajib pajak dan surat ketetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dari 
penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan 
pertimbangan kedepannya: 
 
 
 
 
1. Dari hasil kesimpulan diatas diperoleh bahwa kepatuhan wajib pajak sangat 
berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, maka 
disarankan kepada KPP Makassar Utara untuk lebih mengefektifkan jumlah 
wajib pajak karena sangat berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan 
pelaporan SPT yang berpotensi dalam peningkatan penerimaan pajak 
penghasilan orang pribadi. 
2. Lebih mengintenfsifkan lagi kinerja dalam melakukan tindakan penagihan 
melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman penagihan pajak 
yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan semakin 
besar penerimaan pajak penghasilan, sebaliknya semakin tidak intensif 
tindakan penagihan maka semakin rendah pula penerimaan pajak 
penghasilan.  
3. KPP Pratama Makassar Utara lebih ditingkatkan lagi intensitas dalam 
melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk memberikan kesadaran bagi 
masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan dan kedisiplinan 
dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 
lebih meningkat. 
4. Diharapkan peneliti berikutnya dapat menambah variabel independen 
maupun dependen dan memperluas sampel penelitian, sehingga nilai 
Adjusted R Square dapat ditingkatkan karena pada penelitian ini Adjusted R 
Square bernilai kecil, yaitu sebesar 0.382 yang berarti hanya 38,2% jumlah 
penerimaan pajak penghasilan  dapat dijelaskan oleh kepatuhan wajib pajak 
dan surat ketetapan pajak, sedangkan sisanya 61,8% dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. 
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Lampiran II 
PENERBITAN DAN PENCAIRAN SURAT KETETAPAN PAJAK 
KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA 
TAHUN 2012, 2013 DAN 2014 
Tahun 2012 
Bulan 
Jumlah Surat 
Yang diterbitkan 
Penerbitan SKP 
(Rp) 
Pencairan SKP(Rp) 
Januari - - 12.835.129 
Februari 43 1.890.627.473 41.747.880 
Maret 3 7.881.946 15.149.638 
April - - 7.406.546 
Mei 1 374.038.270 165.000 
Juni - - 31.141.800 
Juli 21 648.403.363 175.035.608 
Agustus 4 9.816.230 611.976.997 
September 28 185.164.813 208.389.853 
Oktober 6 73.520.046 3.257.136 
November - - 129.545.124 
Desember 17 157.456.478 336.473.547 
Total 123 3.346.908.619 1.573.124.258 
Sumber : KPP Pratama Makassar Utara 
Tahun 2013 
Bulan 
Jumlah Surat 
Yang diterbitkan 
Penerbitan SKP 
(Rp) 
Pencairan SKP(Rp) 
Januari 21 10.462.482 30.231.544 
Februari 35 967.752.802 702.308.010 
Maret 2 3.485.584 3.593.596 
April - - 1.953.375 
Mei 2 - - 
Juni 16 57.247.606 - 
Juli 15 102.575.489 165.917.637 
Agustus - - 113.831.742 
September - - 85.635.512 
Oktober 1 - 30.000.000 
November - - - 
Desember - - 15.288.036 
Total 92 1.141.523.963 1.148.759.452 
Sumber : KPP Pratama Makassar Utara 
 
 
 
 
 
Tahun 2014 
Bulan 
Jumlah Surat Yang 
diterbitkan 
Penerbitan SKP 
(Rp) 
Pencairan 
SKP(Rp) 
Januari 8 79.835.123 43.066.673 
Februari 4 9.888.126 744.055.890 
Maret - - 18.743.234 
April - - 9.359.921 
Mei - - 165.000 
Juni - - 31.141.800 
Juli - - 340.953.245 
Agustus - - 725.808.739 
September 2 1.004.137.400 294.025.365 
Oktober 5 270.486.446 33.257.136 
November 40 909.006.442 129.545.124 
Desember 76 6.071.304.381 351.761.583 
Total 135 8.344.657.918 2.721.883.710 
Sumber : KPP Pratama Makassar Utara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Lampiran III 
HASIL OUTPUT SPSS VERSI 21 FOR WINDOWS 
Satistik Deskriptif 
 
Uji Hipotesisi 
 
Variables Entered/Removed
a
 
M
odel 
Var
iables Entered 
Vari
ables Removed 
M
ethod 
1 
Pe
nerbitan SKP, 
Kepatuhan 
Wajib Pajak
b
 
. E
nter 
a. Dependent Variable: Penerimaan PPh 
Orang Pribadi 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
M
odel 
R R
 Square 
Adj
usted R Square 
Std. 
Error of the 
Estimate 
Dur
bin-Watson 
1 
,
618
a
 
,
382 
,34
5 
103
3564252,798 
2,2
51 
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan SPT 
b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Orang Pribadi 
 
 
 
 
 
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Penerimaan PPh 
Orang Pribadi 
36 2791987734 8684842385 4646050315,06 1276905840,475 
Kepatuhan Wajib 
Pajak  
36 970 28053 5255,94 6807,316 
Penerbitan SKP 36 0 76 9,72 16,616 
Valid N (listwise) 36     
 
 
 
ANOVA
a
 
Model Su
m of Squares 
d
f 
Me
an Square 
F S
ig. 
1 
R
egression 
218
1468125650446
7000,000 
2 109
0734062825223
4000,000 
1
0,210 
,
000
b
 
R
esidual 
352
5241713382826
0000,000 
3
3 
106
8255064661462
400,000 
  
T
otal 
570
6709839033273
0000,000 
3
5 
   
a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Orang Pribadi 
b. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan SPT 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Sta
ndardized 
Coefficients 
t S
ig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Bet
a 
T
olerance 
V
IF 
1 
(Consta
nt) 
3922
817472,469 
2397
80084,996 
 1
6,360 
,
000 
  
Kepatu
han Wajib Pajak 
6794
9,774 
2567
6,394 
,36
2 
2
,646 
,
012 
,
999 
1
,001 
Penerbi
tan SKP 
3765
5239,533 
1051
9205,729 
,49
0 
3
,580 
,
001 
,
999 
1
,001 
a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Orang Pribadi 
 
Collinearity Diagnostics
a
 
M
odel 
D
imension 
E
igenvalue 
Co
ndition Index 
Variance Proportions 
(
Constant) 
Kep
atuhan Wajib 
Pajak 
Pe
nerbitan SKP 
1 1 
1
,984 
1,0
00 
,
10 
,10 ,10 
 
 
 
 
Uji Normalitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
,
673 
1,7
16 
,
01 
,33 ,69 
3 
,
343 
2,4
05 
,
89 
,57 ,21 
a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Orang Pribadi 
Residuals Statistics
a
 
 Min
imum 
Ma
ximum 
Me
an 
Std. 
Deviation 
N 
Predicted 
Value 
398
8728832,00 
687
9337472,00 
464
6050315,06 
789
478693,398 
3
6 
Residual 
-
1736690560,00
0 
324
8596992,000 
,00
0 
100
3599480,923 
3
6 
Std. 
Predicted Value 
-
,833 
2,8
29 
,00
0 
1,0
00 
3
6 
Std. 
Residual 
-
1,680 
3,1
43 
,00
0 
,97
1 
3
6 
a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Orang Pribadi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.5 Hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Kepat
uhan Wajib Pajak 
(Pener
imaan SPT) 
P
enerbitan 
SKP 
Peneri
maan PPh Orang 
Pribadi 
N 
36 3
6 
36 
Normal 
Parameters
a,b
 
M
ean 
5255,9
4 
9
,72 
46460
50315,06 
S
td. Deviation 
6807,3
16 
1
6,616 
12769
05840,475 
Most 
Extreme Differences 
A
bsolute 
,324 ,
283 
,186 
P
ositive 
,324 ,
283 
,186 
N
egative 
-,264 -
,279 
-,107 
Kolmogorov-Smirnov Z 
1,947 1
,698 
1,116 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
,001 ,
006 
,166 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data 
 
 
 
 
 
Uji Heteroskedastisitas  
 
 
 
